
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN 
NOMOR   3   TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 

 DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR BANTEN, 
 
Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

Gubernur perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat  
menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh pemerintahan daerah ; 

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan masih 
terdapat adanya ketidaksesuaian antara kewenangan dengan 
kelembagaan, duplikasi tugas maupun fungsi dan tugas yang 
tidak terwadahi, untuk itu Peraturan Daerah Provinsi Banten 
Nomor 13 sampai dengan Nomor 24 Tahun 2002 perlu 
ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; Susunan, Kedudukan, Tugas  Pokok 
Organisasi Perangkat Daerah  ditetapkan dengan peraturan 
daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b, dan c perlu membentuk Peraturan Daerah 
Provinsi Banten tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 

 - 1 -



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 108, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3547); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003    Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi 
Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi 
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 
64 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 
Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Banten Nomor 5); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten 
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  

 
dan 

 
GUBERNUR BANTEN 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, 

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 
PROVINSI BANTEN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Banten. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalan 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan daerah. 

4. Gubernur adalah Gubernur Banten. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten. 

7. Sekretariat Daerah  yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah 
Provinsi Banten. 

8. Dinas  Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. 

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,  
Dinas  Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam 
satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan 
atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Provinsi Banten; 

(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 

a. Dinas Kesehatan; 

b. Dinas Pendidikan; 
c. Dinas Pemuda dan Olah Raga; 
d. Dinas Pertanian dan Peternakan; 
e. Dinas Kelautan dan Perikanan; 
f. Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman; 
g. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang; 
h. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 
i. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 
k. Dinas Pertambangan dan Energi; 
l. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
m. Dinas Budaya dan Pariwisata; 
n. Dinas Sosial;  
o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 
p. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. 
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BAB III 

DINAS KESEHATAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 3 

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 
kesehatan. 

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 4 

Dinas Kesehatan mempunyai tugas  pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 
kesehatan.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, sebagai berikut : 

a.  Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Dasar; 

2. Seksi Kesehatan Rujukan; 

3. Seksi Farmasi dan alat kesehatan. 

d. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, 
membawahkan: 

1. Seksi Pengendalian Penyakit; 

2. Seksi Penyehatan Lingkungan Makanan dan Minuman; 

3. Seksi Survailans Epidemiologi dan Imunisasi. 

e. Bidang Sumber Daya Mutu Kesehatan, membawahkan: 

1. Seksi Data, Informasi dan Pelaporan; 

2. Seksi Mutu Tenaga, Perijinan, Institusi dan Kemitraan; 

3. Seksi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 
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f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan: 

1. Seksi Kesehatan Keluarga; 

2. Seksi Gizi; 

3. Seksi Promosi Kesehatan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

BAB IV 

DINAS PENDIDIKAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 6 

(1) Dinas Pendidikan  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang 
pendidikan. 

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung 
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 7 

Dinas Pendidikan mempunyai tugas  pokok melaksanakan urusan pemerintahan 
daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 8 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan, membawahkan: 

1. Seksi Tenaga Profesi; 

2. Seksi Tenaga Kependidikan Formal dan Non Formal; 

3. Seksi Pengembangan Profesi. 
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d. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan: 

1. Seksi Bina Taman Kanak-kanak; 

2. Seksi Bina Sekolah Dasar; 

3. Seksi Sekolah Menengah Pertama. 

e. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, membawahkan: 

1. Seksi Bina Sekolah Menengah Atas; 

2. Seksi Bina Sekolah Menengah Kejuruan; 

3. Seksi Bina Pendidikan Tinggi. 

f. Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal, membawahkan: 

1. Seksi Bina Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 

2. Seksi Bina Lembaga Pendidikan Non Formal dan In Formal; 

3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

BAB V 

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 9 

(1) Dinas Pemuda dan Olah Raga  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang kepemudaan dan olahraga. 

(2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 10 

Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas  pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang kepemudaan dan olahraga.  
 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 11 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas  
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b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga, 
membawahkan: 

1. Seksi Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga; 

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Keolahragaan; 

3. Seksi Ilmu Pengetahuan Teknologi  Olahraga. 

d. Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahkan: 

1. Seksi Penghargaan, Promosi dan Kerjasama Kelembagaan; 

2. Seksi Pemassalan, Pembudayaan Olahraga dan Olahraga Pendidikan; 

3. Seksi Sarana Prasarana Olahraga. 

e. Bidang Kelembagaan dan Industri Olahraga, membawahkan: 

1. Seksi Kerjasama Informasi Olahraga; 

2. Seksi Pengkajian, Perintisan dan Pengembangan Industri Olahraga; 

3. Seksi Kelembagaan Olahraga. 

f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, 
membawahkan: 

1. Seksi Penyaluran Minat dan Bakat Pemuda; 

2. Seksi Pengembangan dan Kaderisasi Kepemimpinan Pemuda; 

3. Seksi Pemberdayaan Kewirausahaan Pemuda. 

g.  Unit Pelaksan Teknis (UPT) Dinas. 

h. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

BAB VI 

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 12 

(1) Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
di bidang Pertanian dan Peternakan. 

(2) Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 
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Pasal 13 

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang Pertanian dan Peternakan. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 14 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan: 

1. Seksi Produksi Serealia; 

2. Seksi Produksi Palawija; 

3. Seksi Sarana dan Perlintan Tanaman Pangan. 

d. Bidang Holtikultura, membawahkan: 

1. Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Hias; 

2. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman; 

3. Seksi Sarana dan Perlintan Holtikultura. 

e. Bidang Produksi Peternakan, membawahkan: 

1. Seksi Pengembangan Produk Ternak Besar , Kecil dan Unggas; 

2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 

3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan. 

f. Bidang Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan, membawahkan : 

1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Aparatur dan Penyuluhan Pertanian 
dan Peternakan; 

2. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan Petani dan Peternak; 

3. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Kewirausahaan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Dinas; 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB VII 

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 15 

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan  merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang kelautan dan perikanan. 

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 16 

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang kelautan dan perikanan.  
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 17 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, sebagai berikut : 
a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Bina Usaha, membawahkan: 

1. Seksi Pengembangan Bisnis dan Investasi; 

2. Seksi Diversifikasi Produk; 

3. Seksi Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan. 

d. Bidang Sumber Daya Kelautan, membawahkan: 

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 

2. Seksi Konservasi, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 

3. Seksi Pelabuhan dan Armada Perikanan. 

e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan: 

1. Seksi Perikanan Budidaya Air laut; 

2. Seksi Perbenihan Air Payau; 

3. Seksi Air Tawar. 

f. Bidang Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 
membawahkan: 

1. Seksi Pengendalian Sumberdaya Kelautan; 
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2. Seksi Pengendalian Sumberdaya Perikanan; 

3. Seksi Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Perikanan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. 

h. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini.  

 
BAB VIII 

DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 18 

(1) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman  merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. 

(2) Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 19 

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman mempunyai tugas pokok  melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan di bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman. 
 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 20 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman, sebagai berikut :      

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Bina Teknik, membawahkan: 

1. Seksi Data dan Informasi; 
2. Seksi Perencanaan Teknis; 
3. Seksi Pengawasan Teknis. 

d. Bidang Sungai, membawahkan: 

1. Seksi Sungai, Danau dan Waduk; 

2. Seksi Rawa dan Pantai; 

3. Seksi Penanggulangan Bencana. 

 - 11 -



e. Bidang Irigasi 

1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; 

2. Seksi Pengujian Air; 

3. Seksi Kelembagaan. 

f. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan: 

1. Seksi Permukiman dan Lingkungan; 
2. Seksi Air Bersih; 
3. Seksi Tata Bangunan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas 

h. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

BAB IX 

DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 21 

(1) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang Bina Marga Dan Tata Ruang. 

(2) Dinas Bina Marga dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 22 

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang Bina Marga dan Tata Ruang. 
 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 23 

(1) Susunan Organisasi Dinas BBiinnaa  MMaarrggaa  ddaann  TTaattaa  RRuuaanngg, sebagai berikut :      

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 
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c. Bidang Bina Teknik, membawahkan: 

1. Seksi Data dan Informasi; 
2. Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; 
3. Seksi Perencanaan Teknis Gedung dan Tata Ruang. 

d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahkan: 

1. Seksi Pembangunan Jalan; 
2. Seksi Pembangunan Jembatan; 
3. Seksi Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan. 

e. Bidang Penataan Ruang, membawahkan: 

1. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang; 
2. Seksi Perijinan dan Pengendalian Ruang; 
3. Seksi Revitalisasi Kawasan 

f. Bidang Bina Manfaat: 

1. Seksi Pengujian Bahan dan Bangunan; 

2. Seksi Perijinan; 

3. Seksi Leger Jalan. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas 

h. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
 

BAB X 

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 24 

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset  daerah. 

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 25 

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas  pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan 
tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.  
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 26 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai 
berikut :      
a Kepala Dinas  

b Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub bagian Keuangan; 
3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c Bidang Pendapatan, membawahkan : 
1. Seksi Pendapatan Asli Daerah; 
2. Seksi Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan; 
3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. 

d Bidang Anggaran, membawahkan : 
1. Seksi Perencanaan Anggaran; 
2. Seksi Penyusunan Anggaran; 
3. Seksi Pelaksanaan Anggaran. 

e Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan : 
1. Seksi Perbendaharaan I; 
2. Seksi Perbendaharaan II; 
3. Seksi Kas Daerah. 

f Bidang Kekayaan Daerah, membawahkan : 
1. Seksi Penatausahaan Aset Daerah; 
2. Seksi Penatausahaan Investasi; 
3. Seksi TPTGR dan Piutang Daerah. 

g Bidang Akuntansi, membawahkan : 
1. Seksi Akuntansi Penerimaan; 
2. Seksi Akuntansi Pengeluaran; 
3. Seksi Pelaporan. 

h Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahkan : 
1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah; 
2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Dana Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi. 

i Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. 
j Jabatan Fungsional. 

(2)  Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB XI 

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 27 

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan  merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. 

(2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 28 

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas  pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang kehutanan dan perkebunan. 

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 29 

(1) Susunan Organisasi Kehutanan dan Perkebunan, sebagai berikut :      
a Kepala Dinas  

b Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c Bidang Kehutanan, membawahkan: 

1. Seksi Planologi Kehutanan; 

2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; 

3. Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. 

d Bidang Perkebunan, membawahkan: 

1. Seksi Prasana dan Sarana Produksi; 

2. Seksi Budidaya Perkebunan; 

3. Seksi Perlindungan Perkebunan. 

e Bidang Pengusahaan Hutan dan Kebun, membawahkan: 

1. Seksi Perijinan; 

2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; 

3. Seksi Pemanfaatan dan Aneka Usaha. 
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f Bidang Pengembangan Sumberdaya, membawahkan: 

1. Seksi Kelembagaan; 

2. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia; 

3. Seksi Penerapan Teknologi 

g Unit Pelaksana Teknis ((UUPPTT))  Dinas. 

h Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB XII 

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 30 

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informatika..  

(2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah.  

Pasal 31 

Dinas Perhubungan, KKoommuunniikkaassii  ddaann  IInnffoorrmmaattiikkaa mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan 
tugas pembantuan di bidang perhubungan, KKoommuunniikkaassii  ddaann  IInnffoorrmmaattiikkaa.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 32 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai 
berikut :      
a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perhubungan, membawahkan: 

1. Seksi Pembinaan Sistem Perhubungan; 

2. Seksi Pengembangan data; 

3. Seksi Pengembangan Perkeretaapian. 
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d. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan: 

1. Seksi Prasarana dan Manajemen Lalu lintas; 

2. Seksi Angkutan Darat; 

3. Seksi Keselamatan dan Teknis Sarana. 

e. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan: 

1. Seksi Kepelabuhan; 

2. Seksi Angkutan Laut; 

3. Seksi ASDP dan Keselamatan Pelayaran. 

f. Bidang Perhubungan Udara, membawahkan: 

1. Seksi Kebandaraan; 

2. Seksi Angkutan Udara; 

3. Seksi Keselamatan Penerbangan. 

g. Bidang Komunikasi dan Informatika:  

1. Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi; 

2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi; 

3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.  

h. Bidang Pengembangan Aplikasi Telematika dan Pendayagunaan Teknologi 
Informasi, membawahkan: 

1. Seksi ICT dan Pendayagunaan Teknologi Informasi; 

2. Seksi E-Bussines, Pelayanan On Line dan Pengolahan Data Elektronik; 

3. Seksi Pemberdayaan Telematika dan Sistem Informasi Manajemen  

i. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan: 

1. Seksi Jembatan Timbang; 

2. Seksi Penertiban; 

3. Seksi Pengaturan dan Pengawalan.  

j. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Dinas. 

k. Jabatan Fungsional 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB XIII 

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 33 

(1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah 
di bidang pertambangan dan energi.  
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(2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 34 

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang pertambangan dan energi.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 35 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, sebagai berikut :      
a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Bina Usaha dan Kerjasama, membawahkan: 

1. Seksi Bina Usaha dan Perijinan; 

2. Seksi Data dan Informasi; 

3. Seksi Kerjasama dan Promosi. 

d. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan: 

1. Seksi Minyak Bumi dan Gas; 

2. Seksi Ketenagalistrikan; 

3. Seksi Bina Terbarukan. 

e. Bidang Pertambangan dan Geologi, membawahkan: 

1. Seksi Teknik Pertambangan; 

2. Seksi Sumber Daya  Mineral; 

3. Seksi Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan. 

f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan: 

1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan; 

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan; 

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Air Tanah. 

g. Unit Pelaksana Teknis ((UUPPTT))  Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB XIV 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 36 

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.  

(2) Dinas Perindustrian dan  Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 37 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas  pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 38 

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagai berikut :      

a. Kepala Dinas  

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Industri Agro Kimia dan Kerajinan, membawahkan: 

1. Seksi Industri Makanan Minuman, Agro, Hasil Kehutanan dan 
Perkebunan; 

2. Seksi Industri Kimia Hulu dan Hilir; 

3. Seksi Industri Kerajinan. 

d. Bidang Industri Logam, Mesin, Tekstil, Transportasi dan Telematika, 
membawahkan: 

1.  Seksi Industri Mesin dan Logam; 

2.  Seksi Industri Tekstil dan Aneka; 

3.  Seksi Industri Transportasi dan Telematika. 

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan: 

1. Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran; 

2. Seksi Sarana dan Promosi Dagang Bina Pasar dan Distribusi; 

3. Seksi Perlindungan Konsumen, Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. 
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f. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan: 

1. Seksi Promosi Kerjasama Perdagangan Internasional; 

2. Seksi Pengembangan Ekspor Nasional; 

3. Seksi Pedagang Berjangka Komiditi dan Pembiayaan Sistem Resi  
Gudang. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB XV 

DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 39 

(1) Dinas Budaya dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di 
bidang budaya dan pariwisata.  

(2) Dinas Budaya dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 40 

Dinas Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas  pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di 
bidang budaya dan pariwisata.  

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 41 

(1) Susunan Organisasi Dinas Budaya dan Pariwisata, sebagai berikut :      
a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pembinaan Kebudayaan Daerah, membawahkan: 

1. Seksi Nilai Budaya; 

2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; 

3. Seksi Kesenian. 
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d. Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan: 
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata; 
2. Seksi Penguatan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata; 
3. Seksi Kemitraan Kebudayaan dan Pariwisata. 

e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan: 
1. Seksi Standardisasi Pariwisata; 
2. Seksi Pengembangan Obyek Wisata; 
3. Seksi Bina Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata. 

f. Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata, membawahkan: 

1. Seksi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata; 

2. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kebudayaan Pariwisata; 

3. Seksi Analisa Pasar Pariwisata. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)  Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB XVI 

DINAS SOSIAL 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 42 

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang sosial.  

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab 
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 43 

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 44 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, sebagai berikut :      
a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 
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c. Bidang Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial, membawahkan: 

1. Seksi Penyuluhan Kesejahteraan Sosial; 

2. Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kejuangan; 

3. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial. 

d. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan: 

1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin; 

2. Seksi Pemberdayaan Komunitas dan Masyarakat Tertinggal; 

3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan. 

e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan: 

1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia; 

2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; 

3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Eks Korban Penyalahgunaan Napza. 

f. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan: 

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana; 

2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; 

3. Seksi Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 
BAB XVII 

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 45 

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi 
daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.  

(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 46 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas 
pembantuan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
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Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 47 

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebagai berikut :      

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan: 

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; 

2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri; 

3. Seksi Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. 

d. Bidang Transmigrasi membawahkan: 

1. Seksi Fasilitasi Perpindahan; 

2. Seksi Pengerahan dan Penempatan Transmigrasi; 

3. Seksi Pembinaan Pasca Penempatan. 

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 
membawahkan: 

1. Seksi Lembaga Hubungan Industrial, Penyelesaian Perselisihan; 

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial; 

3. Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja. 

f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan: 

1. Seksi Norma Kerja; 

2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 

3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak. 

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas. 

h. Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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BAB XVIII 

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas Pokok 

Pasal 48 

(1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. 

(2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dipimpin oleh seorang 
Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 
Daerah. 

 
Pasal 49 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas  pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan 
tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.  

 
Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 50 

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, sebagai  
berikut :   
a. Kepala Dinas 
b. Sekretaris, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Keuangan; 
3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

c. Bidang Pengembangan Koperasi, membawahkan: 
1. Seksi Kelembagaan Koperasi; 
2. Seksi Koperasi Industri dan Pertanian; 
3. Seksi Koperasi Serba Usaha dan Karyawan/Pegawai. 

d. Bidang Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, membawahkan: 
1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; 
2. Seksi Pengembangan Usaha Menengah; 
3. Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah. 

e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam, membawahkan: 
1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan; 
2. Seksi Akuntabilitas Koperasi; 
3. Seksi Penyuluhan dan Promosi. 

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)Dinas; 
g. Jabatan Fungsional. 
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(2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

 

BAB XIX 

UNIT PELAKSANA TEKNIS  

Pasal 51 

(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk 
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah 
Kabupaten/Kota. 

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan 
dengan Peraturan Gubernur.  

(3) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 
Pasal 52 

(1) Unit Pelaksana Teknis pada dinas, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha 
dan kelompok jabatan fungsional. 

(2) Unit Pelakana Teknis pada dinas yang belum terdapat jabatan fungsional dapat 
dibentuk paling banyak 2 (dua) seksi. 

 

BAB XX 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 53 

Dilingkungan Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

Pasal 54 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 
diangkat oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada pimpinan unit 
kerjanya. 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan  fungsional   sebagaimana   dimaksud    pada   
ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan Beban 
Kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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BAB XXI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 55 

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan 
oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
 

BAB XXII 

ESELONERING 

Pasal 56 

(1) Kepala Dinas adalah Jabatan eselon II.a 
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Jabatan 

eselon III.a 
(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan eselon IV.a  
 

 

BAB XXIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 57 

Pembiayaan Dinas Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 

 

BAB XXIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 58 

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur. 
 
 

Pasal 59 

(1) Dinas Daerah berkewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja 
dengan memperhatikan dan atau melaksanakan Arah Kebijakan serta 
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten.  

(2) Lembaga Teknis Daerah wajib mencapai target yang ditentukan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

 

Pasal 60 

Pengisian jabatan pada organisasi perangkat daerah yang ditetapkan oleh 
peraturan daerah ini harus mengacu dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri 
Sipil.  
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BAB XXV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 61 

Pejabat yang melaksankan tugas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 sampai 
dengan 24 Tahun 2002 yang mengatur tentang pembentukan Dinas Daerah 
Provinsi Banten, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat 
berdasarkan Peraturan Daerah ini.  

 

BAB XXVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 62 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka : 

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Propinsi Banten (Lembaran 
Daerah Nomor 14 Seri D Tahun 2002); 

2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 15 Seri D Tahun 2002); 

3. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 16 Seri D Tahun 2002); 

4. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 17 Seri D Tahun 2002); 

5. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Propinsi Banten               
(Lembaran Daerah Nomor 18 Seri D Tahun 2002); 

6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Banten  (Lembaran Daerah 
Nomor 19 Seri D Tahun 2002); 

7. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 20 Seri D Tahun 2002); 

8. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 21 Seri D Tahun 2002); 

9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Propinsi Banten           
(Lembaran Daerah Nomor 22 Seri D Tahun 2002); 

10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi 
Propinsi Banten (Lembaran Daerah Nomor 23 Seri D Tahun 2002); 

11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Banten     
(Lembaran Daerah Nomor 24 Seri D Tahun 2002); 
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12. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Banten 
(Lembaran Daerah Nomor 25 Seri D Tahun 2002); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 63 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten. 

 
Disahkan di Serang 
pada tanggal  3 Januari 2008                              

GUBERNUR BANTEN, 
 

ttd 
 

RATU ATUT CHOSIYAH 
Diundangkan di Serang 
pada tanggal  4 Januari 2008 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI BANTEN, 

 
ttd 
 

 
ACHMAD HILMAN NITIAMIDJAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 

 
 

H. Anwar Mas’ud, SH.,M.Si 
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LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2008 NOMOR  3 

ttd 



PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN  

NOMOR 3  TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS DAERAH PROVINSI BANTEN 

 
I. Umum 

Organisasi Perangkat Daerah merupakan wadah pengorganisasian 
fungsi – fungsi pemerintahan dan sebagai proses interaksi antar pemerintah 
daerah, institusi daerah, dan masyarakat di daerah. Dalam 
menyelenggarakan fungsi dan kewenangan yang melekat pada 
pemerintahan daerah, perlu organisasi yang sepadan, sehingga penataan 
terhadap organisasi perangkat daerah sangat diperlukan dalam rangka 
melaksanakan fungsi – fungsi dimaksud secara efektif. 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah 
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur  staf yang membantu 
penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga 
sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, 
unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan,  unsur pendukung 
tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 
yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur 
pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. 

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu 
organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak 
berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke 
dalam organisasi tersendiri. Penataan organisasi perangkat daerah ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, 
mengoptimalkan nilai pelayanan, mencapai hasil yang lebih masksimal, 
mengkonsolidasikan fungsi – fungsi dan menghilangkan tingkatan dan 
pekerjaan yang tidak perlu, sehingga organisasi mampu memberi 
pelayanan yang optimal dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan 
pengembangan ekonomi masyarakat. 

Mengabaikan masksud diatas mengakibatkan organisasi tidak dapat 
berkembang, berinovasi sesuai kebutuhan lingkungan, yang berdampak 
kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Meskipun pembentukan organisasi perangkat daerah menjadi 
kompentensi daerah dan Peraturan Pemerintah hanya sebagai pedoman 
pembentuk organisasi tidak berarti Pemerintah Daerah dapat menggunakan 
kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang terlalu besar. 
Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan 
urgensi sesuai kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah. Untuk itu 
Pemerintah Daerah perlu mengidentifikasi urusan yang konkrit dan 
potensial yang perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, agar 
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penataan organisasi perangkat daerah realistis, efisien, efektif sesuai dengan 
kebutuhan. 

Pengembangan dan penataan organisasi perangkat daerah 
dimaksud, dengan melakukan identifikasi urusan yang perlu 
diakomodasikan dan urgen untuk diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengevaluasi terhadap organisasi 
yang ada untuk menentukan derajat urgensinya dengan menggunakan 
variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. 

Penataan organisasi perangkat daerah disamping didasarkan kepada 
kebutuhan dan urusan yang ada, juga memperhatikan terori – teori yang 
berlaku dalam penyusunan struktur organisasi meliputi komponen – 
komponen, pembagian kerja/tugas, hirarki wewenang, pengelompokan 
perkejaan dan sistem hubungan yang memungkinkan tercapainya 
komunikasi, koordinasi serta pengintegrasian sehingga bentuk struktur 
organisasi akan disesuaikan dengan hal – hal tersebut dan desain bentuk 
organisasi ini kan memakai bentuk fungsional dan produk. 

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang 
bersifat konkurent berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 
maka dalam implementasi   kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-
fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing  tingkatan 
pemerintahan. 

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya 
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas 
yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan , jenis dan banyaknya 
tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan 
penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan 
ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.  

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi 
Sekretaris dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai koordinator 
penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara 
terpadu dan tugas pelayanan administratif.  

perangkat daerah yaitu yang menangani fungsi keuangan,  
mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-
undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah 
perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini. 

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas melalui Sekretaris 
Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi 
penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah. Dengan demikian kepala dinas 
bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 
merupakan ruh dan jiwa dari semangat pembentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu setiap Organisasi Perangkat 
Daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tata 
kerjanya berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut. 
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Pengisian jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan 
Peratuan Daerah ini demi untuk memaksimalkan fungsi dan tata kerjanya 
akan dilaksanakan melalui dan atau berdasarkan pada Peraturan Daerah 
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai 
Negeri Sipil Provinsi Banten. 

 

II. PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 

Cukup jelas.  

 Pasal 2 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal  5  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal  6 

 Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas.  

Pasal 8 

Ayat (1)   

Cukup jelas.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 
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Pasal 9 

Ayat (1)   

Cukup jelas.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Ayat (1)   

Cukup jelas.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Ayat (1)   

Cukup jelas.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 13 

        Cukup jelas. 

Pasal 14 

Ayat (1)   

Cukup jelas.  

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas. 

Pasal 16 

   Cukup jelas.  

Pasal 17 

Ayat (1)   

Cukup jelas. 

Ayat (2)   

Cukup jelas.  
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Pasal 18 

 Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

Pasal 24 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

      Cukup jelas. 

  Pasal 25 

 Cukup jelas. 

Pasal 26 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 - 33 -



Pasal 27 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
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Pasal 36 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Pasal 40 

  Cukup jelas. 

 Pasal 41 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

 Cukup jelas. 

Pasal 42 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

           Cukup jelas. 

Pasal 43 

 Cukup jelas. 

Pasal 44 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

           Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

           Cukup jelas. 

Pasal 46 

           Cukup jelas. 

Pasal 47 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

           Cukup jelas. 

Pasal 48 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 49 

 Cukup jelas. 

Pasal 50 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 51 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 
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Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Ayat (1)  

 Cukup jelas. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR  10 



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR  : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008 

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG MANAJEMEN 
TENAGA PENDIDIK DAN 

KEPENDIDIKAN

SEKSI 
TENAGA PROFESI

SEKSI TENAGA 
KEPENDIDIKAN FORMAL 

DAN NON FORMAL

BIDANG 
PENDIDIKAN DASAR

SEKSI 
BINA TAMAN KANAK-

KANAK

SEKSI
BINA SEKOLAH DASAR

BIDANG 
PENDIDIKAN MENENGAH 

DAN TINGGI

SEKSI 
BINA SEKOLAH 

MENENGAH ATAS

SEKSI
BINA SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN

BIDANG 
PENDIDIKAN NON FORMAL 

DAN INFORMAL

SEKSI BINA PENDIDIKAN 
KEAKSARAAN DAN 

KESETARAAN

SEKSI BINA LEMBAGA 
PENDIDIKAN NON 

FORMAL DAN INFORMAL

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

PROFESI

SEKSI
BINA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA

SEKSI 
BINA PENDIDIKAN 

TINGGI

SEKSI 
PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR  : 3 Tahun 2008
TANGGAL : 3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
KEHUTANAN

SEKSI 
PLANOLOGI 
KEHUTANAN

SEKSI REHABILITASI 
LAHAN DAN 

PERHUTANAN SOSIAL

BIDANG 
PERKEBUNAN

SEKSI 
PRASARANA DAN 

SARANA PRODUKSI

SEKSI
BUDIDAYA 

PERKEBUNAN

BIDANG 
PENGUSAHAAN HUTAN 

DAN KEBUN

SEKSI 
PERIJINAN

SEKSI 
PENGOLAHAN DAN 

PEMASARAN

BIDANG 
PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA

SEKSI 
KELEMBAGAAN

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

SUMBERDAYA MANUSIA

SEKSI PERLINDUNGAN 
HUTAN & KONSERVASI 

ALAM

SEKSI
PERLINDUNGAN 
PERKEBUNAN

SEKSI 
PEMANFAATAN DAN 

ANEKA USAHA

SEKSI 
PENERAPAN 
TEKNOLOGI

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR  :  3 Tahun 2008
TANGGAL :  3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI 
KESEHATAN DASAR

SEKSI 
KESEHATAN RUJUKAN

BIDANG PEMBERANTASAN 
PENYAKIT DAN 

PENYEHATAN LIGKUNGAN

SEKSI 
PENGENDALIAN 

PENYAKIT

SEKSI
PENYEHATAN LINGK 

MAKANAN & MINUMAN

BIDANG 
SUMBER DAYA MUTU 

KESEHATAN

SEKSI 
DATA, INFORMASI DAN 

PELAPORAN

SEKSI MUTU TENAGA, 
PERIJINAN, INSTITUSI 

DAN KEMITRAAN

BIDANG 
PEMBINAAN KESEHATAN 

MASYARAKAT

SEKSI 
KESEHATAN KELUARGA

SEKSI 
GIZI

SEKSI 
FARMASI DAN ALAT 

KESEHATAN

SEKSI SURVAILANS 
EPIDEMIOLOGI DAN 

IMUNISASI

SEKSI PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KESEHATAN

SEKSI 
PROMOSI KESEHATAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA  

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
PENINGKATAN PRESTASI 

DAN IPTEK OLAHRAGA

SEKSI PENINGKATAN 
PRESTASI DAN 

PEMBIBITAN OLAHRAGA

SEKSI 
PENGEMBANGAN SDM 

KEOLAHRAGAAN

BIDANG
PEMBERDAYAAN 

OLAHRAGA

SEKSI PENGHARGAAN, 
PROMOSI & KERJASAMA 

KELEMBAGAAN

SEKSI PEMASSALAN, 
PEMBUDAYAAN OLGA & 

OLGA PENDIDIKAN

BIDANG
KELEMBAGAAN DAN 

INDUSTRI OLAHRAGA

SEKSI
KERJASAMA INFORMASI 

OLAHRAGA

SEKSI PENGKAJIAN, 
PERINTISAN & PENGMB 
INDUSTRI OLAHRAGA

BIDANG PEMBERDAYAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

KEPEMIMPINAN PEMUDA

SEKSI 
PENYALURAN MINAT 
DAN BAKAT PEMUDA

SEKSI PENGEMBANGAN 
DAN KADERISASI 

KEPEMIMPINAN PEMUDA

SEKSI 
IPTEK OLAHRAGA

SEKSI 
SARANA PRASARANA 

OLAHRAGA

SEKSI 
KELEMBAGAAN 

OLAHRAGA

SEKSI PEMBERDAYAAN 
KEWIRAUSAHAAN 

PEMUDA

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



LAMPIRAN IV  PERATURAN DAERAH PROVINSI  BANTEN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 

PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008

TANGGAL : 3 Januari 2008  

KEPALA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Perencanaan dan

Evaluasi

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Kepegawaian dan

Umum

BIDANG
TANAMAN PANGAN

SEKSI
PRODUKSI SEREALIA

SEKSI
PRODUKSI PALAWIJA

SEKSI SARANA DAN 
PERLINTAN TANAMAN 

PANGAN

BIDANG
HOLTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI 
SAYURAN DAN 
TANAMAN HIAS

SEKSI PRODUKSI BUAH-
BUAHAN DAN ANEKA 

TANAMAN

SEKSI SARANA DAN 
PERLINTAN 

HOLTIKULTURA

BIDANG
PRODUKSI PETERNAKAN

SEKSI PENGEM PRODUK 
TERNAK BESAR, KECIL & 

UNGGAS

SEKSI KESEHATAN 
HEWAN & KESEHATAN 

MASY VETERINER

SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA 

PETERNAKAN

BIDANG 
PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA DAN KELEMBAGAAN

SEKSI 
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

APARATUR DAN PENYULUHAN 
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

SEKSI
PENGEMBANGAN ORGANISASI 

DAN KELEMBAGAAN PETANI DAN 
PETERNAK

SEKSI PENGEMBANGAN 
KEMITRAAN DAN 

KEWIRAUSAHAAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN    

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN V  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008                         
TANGGAL : 3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
BINA USAHA

SEKSI 
PENGEMBANGAN BISNIS 

DAN INVESTASI

SEKSI
DIFERSIVIKASI PRODUK

BIDANG 
SUMBER DAYA KELAUTAN

SEKSI PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

KELAUTAN &PERIKANAN

SEKSI
KONSERVASI, PESISIR & 

PULAU-PULAU KECIL

BIDANG 
PERIKANAN BUDIDAYA

SEKSI 
PERIKANAN BUDIDAYA 

AIR LAUT

SEKSI
PERBENIHAN AIR 

PAYAU

BIDANG PENGENDALIAN 
SUMBERDAYA KELAUTAN 

DAN PERIKANAN

SEKSI PENGENDALIAN 
SUMBERDAYA 

KELAUTAN

SEKSI PENGENDALIAN 
SUMBERDAYA 

PERIKANAN

SEKSI MUTU DAN 
PENGOLAHAN HASIL 

PERIKANAN

SEKSI
PELABUHAN DAN 

ARMADA PERIKANAN

SEKSI 
AIR TAWAR

SEKSI PENANGANAN 
PELANGGARAN SUMBER 

DAYA PERIKANAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



LAMPIRAN VI  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN                          

PROVINSI BANTEN

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
BINA TEKNIK

SEKSI 
DATA DAN INFORMASI

SEKSI 
PERENCANAAN TEKNIS

BIDANG
SUNGAI

SEKSI 
SUNGAI, DANAU DAN 

WADUK

SEKSI 
RAWA DAN PANTAI

BIDANG
IRIGASI

SEKSI
PEMBANGUNAN DAN 

REHABILITASI

SEKSI 
PENGUJIAN AIR

BIDANG 
PERUMAHAN DAN 

PERMUKIMAN

SEKSI 
PERMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN

SEKSI 
AIR BERSIH

SEKSI 
PENGAWASAN TEKNIS

SEKSI 
PENANGGULANGAN 

BENCANA

SEKSI 
KELEMBAGAAN

SEKSI 
TATA BANGUNAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
BINA TEKNIK

SEKSI 
DATA DAN INFORMASI

SEKSI 
PERENCANAAN TEKNIS 
JALAN DAN JEMBATAN

BIDANG
PEMBANGUNAN JALAN 

DAN JEMBATAN

SEKSI 
PEMBANGUNAN JALAN

SEKSI 
PEMBANGUNAN 

JEMBATAN

BIDANG
PENATAAN RUANG

SEKSI
PENATAAN DAN 

PEMANFAATAN RUANG

SEKSI 
PERIJINAN & 

PENGENDALIAN RUANG

BIDANG 
BINA MANFAAT

SEKSI 
PENGUJIAN BAHAN DAN 

BANGUNAN

SEKSI 
PERIJINAN

SEKSI PERENCANAAN 
TEKNIS GEDUNG DAN 

TATA RUANG

SEKSI
PENGAWASAN TEKNIS 
JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI 
REVITALISASI KAWASAN

SEKSI 
LEGER JALAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
PENDAPATAN

SEKSI
PENDAPATAN ASLI 

DAERAH

SEKSI
DANA PERIMB & 

LAIN-LAIN PENDPT

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

SEKSI INTENSIFIK & 
EKSTENSIFIKASI 

PENDPT

BIDANG
ANGGARAN

SEKSI
PERENCANAAN 

ANGGARAN

SEKSI
PENYUSUNAN 

ANGGARAN

SEKSI 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN

BIDANG
PERBENDAHARAAN 
DAN KAS DAERAH

SEKSI
PERBENDAHARAN I

SEKSI
PERBENDAHARAAN 

II

SEKSI
KAS DAERAH

BIDANG
KEKAYAAN DAERAH

SEKSI
PENATAUSAHAAN 

ASET DAERAH

SEKSI
PENATAUSAHAAN 

INVESTASI

SEKSI
TPTGR DAN 

PIUTANG DAERAH

BIDANG
AKUNTANSI

SEKSI
AKUNTANSI 

PENERIMAAN

SEKSI
AKUNTANSI 

PENGELUARAN

SEKSI 
PELAPORAN

BIDANG
PEMBINAAN DAN 
PENGENDALIAN

SEKSI PEMBINAAN 
& PENGEND ADM 

KEU. DAERAH

SEKSI PEMBINAAN& 
PENGEND DANA 

DEKON & TGS PEMB

SEKSI
MONITORING DAN 

EVALUASI



UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG PEMBINAAN 
DAN PENGEMB 
PERHUBUNGAN

SEKSI PEMBINAAN 
SISTEM 

PERHUBUNGAN

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

DATA

BIDANG 
PERHUBUNGAN DARAT

SEKSI PRASARANA DAN 
MANAJEMEN LALU 

LINTAS

SEKSI
ANGKUTAN DARAT

BIDANG 
PERHUBUNGAN 

UDARA

SEKSI 
KEBANDARAAN

SEKSI
ANGKUTAN UDARA

SEKSI 
PENGEMBANGAN 
PERKRETAAPIAN

SEKSI 
KESELAMATAN DAN 

TEKNIS SARANA

SEKSI 
KESELAMATAN 
PENERBANGAN

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BIDANG 
PERHUBUNGAN LAUT

SEKSI 
KEPELABUHANAN

SEKSI 
ANGKUTAN LAUT

SEKSI ASDP DAN 
KESELAMATAN 

PELAYARAN

BIDANG 
KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA

SEKSIPENGELOLAA
N DAN PELAYANAN 

INFORMASI

SEKSIPEMBERDAY
AAN TEKNOLOGI 

INFORMASI

BID.PENGEMBANGA
N APLIK TELEMATIK 
& PENDAY TEKN INF

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN 

INFORMATIKA PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN X  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :  3 Tahun 2008 
TANGGAL :  3 Januari 2008

SEKSI 
POS DAN 

TELEKOMUNIKASI 

SEKSI ICT & 
PENDAYAGUNAAN 
TEKN INFORMASI

SEKSI E-BUSSINES, 
PELAY ON LINE & 

PENGOLAHAN DATA 
ELEKTRONIK

SEKSIPEMBERDY 
TELEMATIKA & SIST 

INF MANAJEMEN

BIDANG 
PENGAWASAN DAN 

PENEGNDALIAN

SEKSI
JEMBATAN 
TIMBANG

SEKSI 
PENERTIBAN

SEKSI 
PENGATURAN DAN 

PENGAWALAN



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XI  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
BINA USAHA DAN 

KERJASAMA

SEKSI 
BINA USAHA DAN 

PERIJINAN

SEKSI 
DATA DAN INFORMASI

BIDANG
ENERGI DAN 

KETENAGALISTRIKAN

SEKSI
MINYAK BUMI DAN GAS

SEKSI
KETENAGALISTRIKAN

BIDANG
PERTAMBANGAN DAN 

GEOLOGI

SEKSI
TEKNIK 

PERTAMBANGAN

SEKSI 
SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG
PENGAWASAN DAN 

PENGENDALIAN

SEKSI PENGAWASAN 
DAN PENGENDALIAN 

PERTAMBANGAN

SEKSI 
WASDAL ENERGI DAN 
KETENAGALISTRIKAN

SEKSI 
KERJASAMA DAN 

PROMOSI
SEKSI 

BINA TERBARUKAN

SEKSI 
AIR TANAH DAN 

GEOLOGI TATA LINGK

SEKSI PENGAWASAN 
DAN PENGENDALIAN

AIR TANAH

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XII  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :   3 Tahun 2008
TANGGAL :   3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
INDUSTRI AGRO KIMIA 

DAN KERAJINAN

SEKSI INDUSTRI 
MAKANAN MINUMAN, 

AGRO, HASIL HUTBUN

SEKSI
INDUSTRI KIMIA HULU 

DAN HILIR

BIDANG INDUSTRI  LOGAM, 
MESIN, TEXTIL, 

TRANSPORTASI&TELMTKA

SEKSI 
INDUSTRI MESIN DAN 

LOGAM

SEKSI
INDUSTRI TEXTIL DAN 

ANEKA

BIDANG 
PERDAGANGAN LUAR 

NEGERI

SEKSI PROMOSI 
KERJASAMA 

PERDAGN INTERNAS

SEKSI
PENGEMBANGAN 

EKSPOR NASIONAL

SEKSI 
INDUSTRI KERAJINAN

SEKSI INDUSTRI 
TRANSPORTASI DAN 

TELEMATIKA

SEKSI PEDAGANG 
BERJANGKA KOMDITI & 
PEMBIAYAAN SISTEM 

RESI GUDANG

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

BIDANG 
PERDAGANGAN DALAM 

NEGERI

SEKSI 
BINA USAHA DAN 
PENDAFTARAN

SEKSI SARANA & 
PROMOSI DAGANG 

BINA PASAR & DISTRI

SEKSI PERLIND KONS, 
PENGWSAN BRG 
BEREDAR & JASA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA      

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :  3 Tahun 2008 
TANGGAL :  3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
PEMBINAAN KEBUDAYAAN 

DAERAH

SEKSI 
NILAI BUDAYA

SEKSI 
SEJARAH DAN 

KEPURBAKALAAN

BIDANG PEMBINAAN SDM 
KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA

SEKSI PEMBERDAYAAN 
MASY KEBUDAYAAN 

DAN PARIWISATA

SEKSI PENGUATAN 
KELEMBAGAAN 

KEBUDAYAAN & PARW

BIDANG 
PENGEMBANGAN 

DESTINASI PARIWISATA

SEKSI 
STANDARDISASI 

PARIWISATA

SEKSI 
PENGEMBANGAN 
OBYEK WISATA

BIDANG PEMASARAN 
PRODUK KEBUDAYAAN 

DAN PARIWISATA

SEKSI 
PROMOSI KEBUDAYAAN 

DAN PARIWISATA

SEKSI SARANA DAN 
PRASARANA PROMOSI 

KEBUDYAN  PARWISATA

SEKSI 
KESENIAN

SEKSI KEMITRAAN 
KEBUDAYAAN DAN 

PARIWISATA

SEKSI 
BINA USAHA JASA DAN 
SARANA PARIWISATA

SEKSI 
ANALISA PASAR 

PARIWISATA

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 3 Tahun 2008 
TANGGAL : 3 Januari 2008

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG 
PENGEMBANGAN 
POTENSI KESOS

SEKSI PENYULUHAN 
KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

SEKSI PELESTARIAN NILAI2 
KEPAHLAWANAN 

KEPERINTISAN & KEJUANGN

BIDANG 
PEMBERDAYAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN 
KELUARGA DAN FAKIR 

MISKIN

SEKSI PEMBERDYAAN 
KOMUNITAS DAN MASY 

TERTINGGAL

BIDANG 
PELAYANAN DAN 

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI PELAYANAN DAN 
PERLINDUNGAN SOSIAL 
ANAK DAN LANJUT USIA

SEKSI PELAYANAN DAN 
REHABILITASI SOSIAL 
PENYANDANG CACAT

BIDANG 
BANTUAN DAN JAMINAN 

SOSIAL

SEKSI 
BANTUAN SOSIAL 

KORBAN BENCANA

SEKSI BANTUAN SOSIAL 
KORBAN TINDAK 

KEKERASAN & PEKERJA 
MIGRAN

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

KELEMBAGAAN  SOSIAL

SEKSI PEMBERDYAAN 
KELUARGA DAN 

PEREMPUAN

SEKSI REHABILITASI TUNA 
SOSIAL  DAN EKS KORBAN 
PENYALAHGUNAAN NAPZA

SEKSI PENGELOLAAN 
SUMBER DANA SOSIAL 
DAN JAMINAN SOSIAL

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN  XV PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :  3 Tahun 2008 
TANGGAL :  3 Januari 2008 

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG PELATIHAN DAN 
PENEMPATAN TENAGA 

KERJA

SEKSI 
PELATIHAN DAN 
PRODUKTIVITAS

SEKSI PENEMPATAN 
TENAGA KERJA DALAM 

DAN LUAR NEGERI

BIDANG 
TRANSMIGRASI

SEKSI 
FASILITASI 

PERPINDAHAN

SEKSI PENGERAHAN 
DAN PENEMPATAN 

TRANSMIGRASI

BIDANG HUBUNGAN 
INDUSTRIAL DAN JAMINAN 
SOS KETENAGA KERJAAN

SEKSI LEMBAGA HUB. 
INDUST PENYELESAIAN 

PERSELISIHAN

SEKSI 
PENGUPAHAN DAN 
JAMINAN SOSIAL

BIDANG 
PENGAWASAN 

KETENAGAKERJAAN

SEKSI 
NORMA KERJA

SEKSI NORMA 
KESELAMATAN DAN 
KESEHATAN KERJA

SEKSI PERLUASAN DAN 
PENGEMBANGAN 

KESEMPATAN KERJA

SEKSI 
PEMBINAAN PASCA 

PENEMPATAN

SEKSI PEMASYARAKATAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL 

DAN PERSELISIHAN KERJA

SEKSI PERLINDUNGAN 
TENAGA KERJA 

PEREMPUAN & ANAK

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN UMKM               

PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XVI  PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR :  3 Tahun 2008
TANGGAL :  3 Januari 200

UPT

SEKRETARIS

Sub Bagian
Umum dan

Kepegawaian

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KEPALA

Sub Bagian
Keuangan

Sub Bagian
Program, Evaluasi

dan Pelaporan

BIDANG
FASILITASI PEMBIAYAAN 

DAN SIMPAN PINJAM

SEKSI
PERMODALAN DAN JASA 

KEUANGAN

SEKSI
AKUNTABILITAS 

KOPERASI

BIDANG
PENGEMBANGAN USAHA 
MIKRO KECIL MENENGAH 

SEKSI 
PENGEMBANGAN 

USAHA MIKRO

SEKSI
PENGEMBANGAN 

USAHA MENENGAH

BIDANG
PENGEMBANGAN 

KOPERASI

SEKSI
KELEMBAGAAN 

KOPERASI

SEKSI
KOPERASI INDUSTRI 

DAN PERTANIAN

SEKSI KOPERASI SERBA 
USAHA DAN KARYAWAN 

/ PEGAWAI

SEKSI
SARANA DAN 

PRASARANA UMKM

SEKSI
PENYULUHAN DAN 

PROMOSI

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


